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Presiden dan Wakil Presiden.

Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Putusan Nomor 85/PUU-XI1/2013 tanggal 18 Februari 2015 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU
SDA) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang
Pengairan.

Putusan Nomor 7/PUU-XI1/2014 tanggal 4 November 2015 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kebijakan Pemerintah

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100 Tahun 2004
tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor:
SE-13/MEN/SJ-HK/1/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi.

Surat Edaran Nomor 1232/KPU/V11/2009 perihal Petunjuk Teknis Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-V11/20009.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja Nomor B.31/PHIJSK/I/2012 tentang Pelaksanaan
Putusan MK No. 27/PUU-1X/2011 tanggal 20 Januari 2012.

Surat Edaran Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 1/Menhut-
11/2013 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomr 35/PUU-X/2012
tanggal 16 Mei 2013.

Surat Edaran Nomor: 554/KPU/VI11/2013 tentang Penjelasan Terkait Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-X1/2013.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengajuan
Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana.

PEMBERIAN KEWENANGAN JUDICIAL ORDER KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM


http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53187f2d25845/mk-batalkan-aturan-pk-hanya-sekali
http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/fl51927/node/13146
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18776/node/155/keputusan-menteri-tenaga-kerja-dan-transmigrasi-no-kep-100_men_vi_2004-tahun-2004-ketentuan-pelaksanaan-perjanjian-kerja-waktu-tertentu
http://dokumen.tips/documents/se-menaker-13-2005-tentang-putusan-mk-uu-13-2003.html
http://dkn.or.id/wp-content/uploads/2013/03/SE-Menhut-No.1-tahun-2013-Tentang-Putusan-MK.35.2013.pdf
http://dkn.or.id/wp-content/uploads/2013/03/SE-Menhut-No.1-tahun-2013-Tentang-Putusan-MK.35.2013.pdf
http://www.kpu.go.id/dmdocuments/SE%20554_Penjelasan%20MK.pdf

